PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT

JALAN : PELABUHAN No. Email : inspektorattanjabbarat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR ¢y /INSPEKTORAT/ 2018

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan Kapabilitas APIP dan untuk
untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkala

dilaksanakan telaahan sejawat;

& b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman
Telaahan Sejawat Laporan Hasil Pemeriksaan di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur
Sipil Negara,
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
® Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang -
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repulblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

0 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

7. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Kendali Mutu Aparatur Pengawasan
Intern Pemerintah,;

11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ;

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
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MEMUTUSKAN

Menctapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT LAMORAN
HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN [INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Inspektur ini yang dimaksud dengan

1. Telaahan scjawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengewas yang

ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit

telah sesuai dengan standar audit.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

» Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

S. Inspektur Pembantu Wilayah yang selanjutnya disebut Irbanwil adalah
Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung
Barat yang terdiri dari Irbanwil I, II, IIl dan IV.

6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, objek dan profesional berdasarkan standar
audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efekuifitas,
efisiensi dan keandalan informasi pelaksanana tugas dan fungs: Instansi
pemerintah.

8. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk

L J memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tahap akhir dan setiap
pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan dan
rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

10. Penelaah adalah Irbanwil yang ditunjuk untuk melakukan telaah sejawat
terhadap Irbanwil lainnya di lingkungan Inspekorat Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

11.Yang ditelaah adalah Irbanwil oleh Inpektur Kabupaten Tanjung Jabung
Barat yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh Irbanwil
lainnya.

12.Kendali Mutu Pengawasan (KM) adalah formulir yang telah dis
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedpman telaahan sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan
bagi Irbanwil untuk memastikan pelaksanaan tugas Audit yang telah sesuai
dengan Standar Audit dan Pedoman Kendali Mutu Pengawasan.

Pasal 3

Tujuan telaahan sejawat adalah memberi rekomendasi penyempurnaan
pelaksanaan audit Inspektorat sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan
Inspektorat telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Kendali Mutu
Pengawasan.

Pasal 4

& Ruang lingkup telaahan sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit
; komprehensif (reguler) dan audit dengan tujuan tertentu.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

(1) Kewajiban
a. Yang ditelaah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang
diperlukan oleh penelaah.
b. Penelaah berkewajiban untuk :
1. Melakukan telaahan terhadap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan,
Kertas Kerja Pemeriksaan, Kendali Mutu Pengawasan (KM) dan
dokumen lainnya yang diserahkan oleh Irbanwil yang ditelaah;
2. Irbanwil penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya
0 (professional judgement) dalam melakukan telaah sejawat;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaahan sejawat kepada

Inspektur.

(2) Hak
a. Yang ditelaah berhak untuk mendapatkan Laporan Hasil Telaahan;
b. Penelaah berhak mendapatkan laporan hasil telaahan sejawat kepada

Inspektur.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Dokumen yang ditelaah yaitu:
a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
b. Kertas Kerja Pemeriksaan;
c. Formulir Kendali Mutu Pengawasan;
d. Dokumen Pendukung Lainnya yang diperlukan;
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(2) l)olfumcn yang akan ditelanh merupakan dokumen tahun terakhir dari
periode telaah sejawat.

(3) Tclaah sejawat dilaksanakan secara periodik paling lambat 2 (dua) tahun
sckali atau sesuai kebutuhan.,

(4) Inspektur dapat menugaskan Irbanwil untuk melakukan telaahan scjawat
serta menunjuk penelaah dan yang ditelaah.

(5) Irbanwil yang melakukan penelaahan dapat menetapkan komposisi
anggota tim penelaah sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan
penelaahan.

Pasal 7

Telaahan sejawat dilakukan oleh tim Irbanwil yang berkompeten dan
ditugaskan oleh Inspektur.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan telaahan sejawat adalah paling lama 15 (lima
belas) hari kerja.

Pasal 9

Metode telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan
sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V
LAPORAN

Pasal 10

(1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa:
a. Sangat Baik;
b. Baik;
c. Cukup Baik;
d. Kurang Baik;

(2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai hasil
pemberian rekomendasi.

Pasal 11

(1) Laporan hasil telaahan sejawat disampaikan pada Inspektur dan Irbanwil
yang ditelaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
2 (dua) minggu setelah telaah sejawat dilaksanakan.
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(0 lrbhanwil yang ditelanh menindaklanjutl laporan  hasi

gunn perbatkan Knern lnspektoral dan dilaporkan kepa ia In

A VI
PIENLITTUR

Manal 12

Reputusan ini berl Do mejak tangueal ditetapkan, dengan ketentuan apabiia ¢

kemudian han terdapat ke kelirunn nkan thinclpnlenn rhnikan seperiunys

Ditetnplkan di Kunla Tunghkal
pada tnnggal Maret 2018

. INSPEK TUR KARUPA TN TANJUNG JABUNG BARAT

!‘". ![\ji_..lb:&\.,_{,/i-\}‘:-' f

_u?_u?' “ATOT SUWARSO, SH, MM
Pembing Ttant Mida
NIP. 19631017 199003 1 005

-

rembusan disampaikan kepada Yth:

. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;

). Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi;

3. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi di Jambi;

4 Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Ka.Tungkal;

5 Sdr. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Ka.Tungkal;

. 6. Arsip
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Lampiran xmvﬂﬂc SPEKTORAT/ 2018 Paum
Nomor /IN -~
Tanggal : o
% §e,
% SR - Referensi _ PENILAIAN (Penjelasan Atas QL
No Komponen Kendali Mutu Sasaran Pertanyaan -wﬂoﬂnl:. Mutu YA TIDAK Penilaian TIDAK) m
. engawasan ﬁlll\l\—m_lln\l\ S
(1) (2) (3) (4) (5) (6) %2
1 Penyusunan rencana dan | Tersedianya rencana . Apakah penugasan audit telah | KM 1 dan 2
program kerja | dan  program kerja sesuai dengan rencana dalam
| pemeriksaan pemeriksaan sesuai PKPT?

1

2. | Supervisi audit

standar pemeriksaan

. Apakah KKA

. Apakah

- Apakah LHP telah didukung dengan

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)?

. Apakah rencana dan program kerja

audit telah mencantumkan data tim
audit, anggaran, waktu dan biaya?
telah dilengkapi
dengan Kartu Penugasan?

sebelum melaksanakan
audit (rencana), Tim Audit telah
melakukan  koordinasi  dengan
pihak auditi?

KM 3 dan 4

KM 2 dan 3

KM 1

—~__

Supervisi audit telah
sesuai dengan setandar
audit dan telah
didokumentasikan
dengan baik.

. Apakah KKA yang dibuat

. Apakah

- Apakah LHA yang ditandatangani

oleh pimpinan APIP telah mendapat
paraf Tim Audit?

oleh
anggota Tim Audit telah
diparaf/ditandatangani oleh Ketua
Tim Audit?

notulensi supervisi
pengendali teknis atas LHA ysng di
susun Ketua Tim Audit telah
diarsip di dalam KKA

KM 3




- . /

_ Referensi i PENILAIAN | m.oﬂﬂ”r‘u Atas
No | Komponen Kendali Mutu Sasaran Pertanyaan Kendali Mutu YA TIDAK u_- ian TIDAK) |
= = - e e i Pengawasan _ 8
T . SN IS | I @) (5) (6) m 1 B
4. Apakah notulensi supervisi

pengendali mutu atas LHA yang
telah disusun oleh Ketua Tim Audit

dan direviu oleh pengendali teknis,
telah diarsip didalam KKA?

[ 3. | Pelaksanaan audit

Pengumpulan dan |1. Apakah LHA telah memuat | KM 3 dan KM 6

pengujian bukti untuk kesimpulan/rekomendasi yang
mendukung didukung  dengan  buki-bukti
penyimpulan  temuan didalam KKA?
hasil audit telah sesuai | 2. Apakah KKA telah | KM 7
| dengan standar audit didokumentasikan secara tertib dan
“ rapi?

m 3. Apakah di dalam Kertas Kerja Audit
telah memuat riviu yang dilakukan
secara berjenjang?

4. Apakah reviu vyang dilakukan
secara berjenjang telah
ditindaklanjuti oleh Tim Audit?

5. Apakah LHA telah memuat evaluasi
tentang keandalan sistem
pengendalian intern auditi?

6. Apakah simpulan hasil audit telah
dibahas dengan auditi?

4. | Pelaporan Hasil Audit Terwujudnya LHA yang |1. Apakah LHA telah dibuat tepat | KM 7
sesuai standar audit waktu, lengkap, akurat, obyektif,
menyakinkan, jelas dan seringkas
mungkin?

2. Apakah KKA sudah mencantumkan
persyaratan pelaporan sebagaimana
dalam standar audit APIP?

3. Apakah LHA dibuat dalam bentuk
dan isi yang mudah dimengerti oleh
auditi dan pihak lain yang terkait?
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No Komponen Kendali

T

| 5. | Pemantauan TLHP

Mutu

Hﬁ.l..“ﬁw@.ﬁ! )

Referensi

_\%EL

! EEE
Pertanyasn I....!E_ Mutu YA TIDAK | p.pjlaian TIDAK) |

4. Apakah LHA telah disampaikan

terkait secara tepat waktu?
5. Apakah LHA telah disusun melalui
proses reviu berjenjang?

6. Apakah LHA telah didukung
lampiran yang memuat informasi
rineci?

7. Apakah LHA  telah memuat
simpulan /rekomendasi hasil audit?

kepada auditi dan pihak lain yang |

Kinerja Auditi

1. Apakah LHA memuat temuan hasil
audit dan telah dibahas dengan
auditi?

2. Apakah rekomendasi yang telah
dibahas dengan auditi telah
ditindaklanjuti?

3. Apakah LHA telah  memuat
informasi tentang temuan dan
rekomendasi hasil audit
sebelumnya?

4. Apakah  LHA  telah

memuat
informasi  tentang  pelaksanaan
rekomendasi temuan tahun

sebelumnya oleh auditi?

5. Apakah temuan dan rekomendasi
dari hasil audit sebelumnya telah
ditindaklanjuti  seluruhnya oleh
auditi?
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No __ Komponen Kendali Mutu ‘

6.

Lo

[ R

| Tata Usaha dan SDM

E

|

Sasaran

e 1 [ MR
Penatausahaan
pelaksanaan audit
yang tertib dan SDM
yang kompeten

1

2.

. Apakah LHA dan KKA telah

. Apakah telah dilakukan

SDM
1.

. Apakah penilaian kinerja

. Apakah penilaian kinerja auditor/

. Apakah kartu penilaian kinerja

. Apakah auditor/P2UPD yang

/

memuat jejak (tanda) pengarsipan?
Apakah pengendalian pelaksanaan
audit telah dilakkukan
penatausahaan secara tertib?

diarsipkan secara tertib dan rapi?

penatausahaan terhadap rencana
objek audit, auditor/P2UPD yang
akan  melakukan audit dan
anggaran yang dibutuhkan?

Apakah terdapat penilaian kinerja
auditor/P2UPD yang dilakukan
atasannya secara berjenjang?

auditor/P2UPD dilakukan secara
berjenjang, dilakukan secara
terbuka, jujur, adil dan obyektif?

P2UPD telah didokumentasikan
pada kartu penilaian?

auditor/P2UPD dibuat oleh
Sekretariat?

melakukan audit telah memiliki

kompetensi yang memadai?

Pertanyaan Kendall Mutu YA l_labuﬂ %_o la TIDAK)
e L. __ 00 SN Pengawasan nﬁ-._inm_
S (4) (5) (6) (7)__ (
TATA USAHA
Apakah LHA dan KKA telah | KM 7
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